BERKAS KORUPSI APD COVID-19 DILIMPAHKAN, KADINKES SUMUT
SEGERA DIADILI
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Sumber Gambar : https://sumutpos.jawapos.com/

MEDAN, Waspada.co.id — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati
Sumut) telah melimpahkan berkas perkara korupsi Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19
ke Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut
Yos A Tarigan saat dikonfirmasi Waspada Online, Jumat (29/3).

“Iya. Informasi dari tim JPU, perkara kedua terdakwa sudah dilimpahkan ke
Pengadilan Tipikor Medan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” kata Yos.
Yos menjelaskan selanjutnya tim JPU menunggu penetapan persidangan oleh majelis
hakim Pengadilan Tipikor Medan.

“Apabila nantinya sudah ditetapkan, agenda yang akan dilakukan yakni
pembacaan surat dakwaan,” pungkas Juru Bicara Kejati Sumut tersebut.

Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Pidsus Kejati Sumut, telah menetapkan
Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan MKes dan Robby Messa Nura
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penggunaan dana Covid-19 kemudian
dilakukan penahanan.

“Terkait dugaan penyelewengan dana dan markup Program Pengadaan
Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat
Perlindungan Diri (APD) Tahun Anggaran (TA) 2020,” ucap Yos.

Yos menuturkan kronologi perkaranya adalah pada tahun 2020, telah diadakan
pengadaan APD dengan nilai kontrak sebesar Rp39.978.000.000, salah satu rangkaian
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dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani dr Alwi Mujahit Hasibuan
diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan, sehingga nilai dalam RAB tersebut terjadi
pemahalan harga/mark up yang cukup signifikan.

Kemudian, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada Robby
Messa Nura (selaku pihak swasta / rekanan), sehingga penawaran harga yang
disampaikan, tidak jauh berbeda dari RAB tersebut.

“Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark
up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau
rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tidak
dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5,” katanya.

Adapun jenis pengadaan yang dilakukan berupa baju APD, helm, sepatu boot, masker
bedah, hand screen dan masker N95.

Lebih lanjut mantan Kajati Bali ini menyampaikan, akibat perbuatan tersebut

berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim audit forensik
bersertifikat telah terjadi kerugian negara sebesar Rp24.007.295.676,80.
“Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHPidana,” tandas Yos.

Sumber Berita:

1. https://waspada.co.id/2024/03/berkas-korupsi-apd-covid-19-dilimpahkan-kadinkes-
sumut-segera-diadili/ , 29 Maret 2023

2. https://sumutpos.jawapos.com/hukum-kriminal/2374495732/perkara-dugaan-
korupsi-apd-covid-19-dilimpahkan-kadinkes-sumut-dan-rekanan-segera-diadili, 29
Maret 2023

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana
Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
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Pasal 184
(1) Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
C. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Pasal 1
Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan

Angka 4.

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk
mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Pasal 55 ayat (3)

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
1 (satu) periode akuntansi.

Pasal 64 ayat (1)

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan
aset lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

2021.

Pasal 1

Angka 1.

Angka 31.

Angka 41.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah  kegiatan  Peirgadaan  Barang/Jasa  oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang  dibiayai, oleh
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima, hasil pekerjaan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir.

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
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Pasal 27 ayat (2)

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.
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